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PENDANULUAN

Pembukaan UUD 1945 menetapkan dengan tegas tujuan kehidupan
bernegara yang berdasaskan hukum, hal ini berarti bahwa hukum merupakan
supremasi atau Giada kekuasaan lain yang lebih tinggi selain hukum. Upaya
merealisasi Negaia berdasarkan hukum dan mewujudkan kehidupan bovoegara mzka
bukum menjadi pengarah, perekayasa, dan poencang bagaimans bentuk masyarakar
hukwn wtk aco=xmi keadilan Berkatan dengan hal tersebut perly adanya
pembentukan peraturan dimans harus disesuaikan dengan pertkembangan masyacakat
serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undsngan yang berlaku

Pengertian izin wenunut definisi yaitu perkeman atau pernyataan
mengabulkan. Sedangkan istlah mengizinkan mempunyai arti memperkenankan
memperbolehkan, tidak melarang. Secara garis bexar hukum perizinan edalah hukum
yang @engatw hubungan aesyarakat dengzm Negara dalam hal ini adapya
masyarakat yang memohon izin,".

Hukum perizinan berkaitan dengan hukum publik, prinsip izin terkait dalam
hukum publik oleh karena bevkaitan dengan gerundang-undangan pengecualiannya
apabila ada aspek perdala yang bevupa persetujuan seperti halnya dalam pemberian
izin khusus. [zin aengmkap partuatan Hukum Admimstrasi Negara (HAN) bereegi
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satu yang diaplikasikan dalam peztwan berdasmkan pevsyaratan dan prosedur
scbagaimana keepuan perundang-undangan,

Secara garis besar hukum perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan
masyarakat dengan aegara dalam hal adanya masyamkat yang memohon izin. Alasan
mengapa di negara berkembang segala sesuatu diperlukan izin dilarcnzkan di negara
berkembang scperti Indonesia terdapat unsur pembinaan dan pemenatab melakukan
pembinaan melalui pengawasao preventif.

Perizinan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dari pengaturan
yang bewifit pengendalian yang dimiliki olch peneriniah terhadap kegistan yang
dilakukan oleh masyarakat dan izin untuk melakukan suatu
tindakan/kegiatan usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperolech suatu
organisasj gerusahann atau seseoiang scbelum yang bersangkutan dapat melaknkan
suatu kegjatan atau usaha. ?,

Masalah perizinan merupakan masalah yang sifatnya cukup prinsipil diliha)
dan perkara tidak boleh ditarikoys keputusen, tidak boleh dicampur daiskan dengan
hal bahwa suatu keputusan tidak lagi penting, artinya setelah heberapa
waktu karena maksudnya hanya sebagai izin untuk mclakukan suatu
perbuatan tertentu saja. Karenanya seseorang yang dalam melakukan
tindakan berupa kegiatan haruslah mempunyai izin dan pada dasarmya dapat

diubah atau ditarik kemhali. Tinjauan dari perizinan itu scndiri adalah

I My, 3. B. I. M. Ten Berge disuoting oleh Philipus M.Hadjon, Pengantar Hukum Perizinon,
Cetahup [, Pererbdit Yedia Surabaya, 1993, bal. 1.
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